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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi geografis dan
geopolitik yang sangat strategis disertai dengan karunia berupa sumber daya alam
yang melimpah dan jumlah penduduk yang sangat besar. Posisi yang strategis,
sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang tidak sedikit
membuat negara Indonesia diuntungkan dalam bidang ekonomi, baik itu untuk;
investasi dalam sumber daya alam, tenaga kerja yang melimpah maupun sebagai
pasar untuk produk-produk tertentu yang di hasilkan dari negara-negara luar

Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional negara
kita telah mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang
terkandung didalamnya ‘digunakan. sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, maka upaya mendayagunakan sumber daya alam yang berupa
bahan tambang digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum perlu
dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup
berdasarkan  kebijaksanaan yang terpadu dan  menyeluruh  dengan
memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Oleh sebab itu pentingnya undang-undang terhadap perlindungan kekayaan alam

yang sangat beragam yang dalam hal ini undang-undang terhadap bahan galian



yang merupakan potensi tambang sangat penting untuk diterapkan (Helmi,

2012:1).

Pada praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan banyak
dampak negatif. Pertama, pertambangan menciptakan bencana lingkungan.
Sebagaian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (open pit), ketika
suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di
wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Hampir semua operasi
pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah,
dan laut (Helmi, 2012: 234).

Kedua, pertambangan kurang meningkatkan community development.
Operasi pertambangan perusahaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat
sekitar pesisir. Perusahaan pertambangan sebagaian besar tenaga kerjanya
didatangkan dari luar masyarakat sekitar pesisir. Ketiga, pertambangan merusak
sumber-sumber kehidupan masyarakat. Wilayah operasi pertambangan yang
sering kali tumpang tindih dengan wilayah hutan- serta wilayah hidup masyarakat
adat dan lokal telah ‘menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa
masyarakat setempat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber
kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat tercemar dan
rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan. Keempat,
pertambangan memicu terjadinya pelanggaran HAM. Pada banyak operasi
pertambangan di Indonesia, aparat keamanan dan militer seringkali menjadi

pendukung pengamanan operasi pertambangan. Ketika perusahaan pertambangan



pertama kali datang ke suatu lokasi, kerap terjadi pengusiran dan kekerasan
terhadap warga masyarakat setempat (Helmi, 2012:235).

Kondisi sumber daya alam Indonesia saat ini, sangat menguntungkan
posisi Indonesia di mata dunia, yang dikenal sebagai negara yang paling banyak
mengandung berbagai bahan tambang termasuk di dalamnya minyak bumi, gas,
batubara bahkan batu alam. Batu alam, bukanlah fenomena baru di masyarakat
pesisir pulau Jawa. Karena besarnya potensi yang terkandung tepatnnya di daerah
Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, membuat pemerintah
dan swasta tertarik untuk melakukan eksplorasi. Pemerintah kemudian melirik
potensi yang ada di Kabupaten Cirebon yang juga mengandung batu alam yang

bagus.

Perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat besar, baik
perkembangan itu berdampak positif atau berdampak negatif. Secara otomatis
kehidupan manusia pun menjadi terus berkembang dan semakin banyak
kebutuhan, baik itu-dilihat dari pembangunan: berbasis jinfrastruktur, ataupun

pemberdayaan dari indeks pembangunan manusia (IPM).

Secara realitasnya, perkembangan teknologi justru lebih memberikan
sebagian besar dari dampak negatifnya. Sehingga munculah masalah-masalah
sosial yang terjadi dan memicu terjadinya konflik. Seperti halnya di Desa Bobos
Kecamatan Dukupuntang Kabupaen Cirebon yaitu pertambangan gunung kapur
yang menghasilkan batu alam, menurt salah satu warga Desa Bobos, hamparan

hamparan batu alam gunung kuda ini dikelola oleh empat perusahaan yang



luasnya berbeda-beda yaitu perusahaan Yakin Al-Islah 5 sampai 6 hektar, Satori 2

hektar, Al-Jariah 4.49 hektar, dan Bumi Karya 5 Hektar.

Secara umum perubahan lingkungan akibat praktik tambang batu alam di
Gunung Kuda menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan ekosistem,
terganggunya kegiatan budaya warga akibat rusaknya salah satu pegunungan yang
ada di Cirebon, terjadinya perubahan lingkungan pemukiman menjadi gersang dan
berdebu, rusaknya sistem irigasi yang menyebabkan kekeringan lahan pertanian
warga, terganggunya kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian warga,
rusaknya jalan desa akibat lalu-lalang truk pengangkut batu dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah masyarakat majemuk, ketidak stabilan lingkungan sosial di
Cirebon mengindikasikan terjadinya instabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat dalam negeri, hal tersebut bisa merupakan sumber potensi disintegrasi
sosial yang memicu meluasnya konflik komunal (sosial). Potensi konflik tersebut
dapat terwujud sebagai konflik-konflik antar individu yang berkembang menjadi
konflik-konflik soaial yang melibatkan seluruh masyarakat. Konflik sosial antar
kelompok masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.

Setiap penanganan konflik berpotensi kekerasan horizontal memerlukan
perhatian khusus, sehingga Polri perlu mengantisipasi kerawanan yang lebih besar
dengan menggelar berbagai operasional kepolisian, baik pre-emtif, preventif
maupun represif kepolisian berupa penegakan hukum. Adanya berbagai
ketidakseimbangan atau ketimpangan sosial dalam pengelolaan tambang batu
alam di beberapa lokasi tersebut perlu disadari sebagai kegagalan pihak

Pemerintah Daerah dan kepolisian di Kabupaten Cirebon dalam melindungi



keselamatan warganya. Langkah tindakan cepat dari satuan atas pihak kepolisian
di Polda Jawa Barat dinilai sebagai quick respond perlu diapresiasi dan dijaga
kesinambungannya oleh satuan kepolisian di tingkat bawah dengan
wujud kesungguhan penanganan kasus, khususnya terhadap penambangan yang
melalui pengeboman batu tidak sesuai waktu yang tepat, sehingga menimbulkan
korban warga setempat yang bekerja disana.

Masalah yang terjadi disebabkan karena masyarakat telah resah setelah
sekian lama setelah penabangan batu alam itu ada, dilihat dari wujud gunung kuda
sudah gundul dan takut terjadinya longsor , karena posisi gunung kuda tersebut
sangat dekat dengan pemukiman warga. Beberapa akhir tahun pun telah terjadi
kecelakaan yang menewaskan warga pribumi atas bom yang meledak tidak tepat

waktu sasaran untuk penghancuran batu yang besar.

Selain itu, melihat jangka panjang gunung kuda semakin gundul dan
warga takut terjadinya longsor yang akan berakibat lebih fatal lagi. Hingga saat
ini belum ada sebuah solusi. dalam pemecahan. masalah yang terjadi di Desa

Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam
mengenai aktivitas pertambangan batu alam gunung kuda yang berdampak
terhadap kondisi lingkungan sosial di Kabupaten Cirebon yang penulis tuangkan
dalam judul “’Dampak Aktivitas Pertambangan Batu Alam Gunung Kuda
Pada Kondisi Lingkungan Sosial’> Studi Tenang Perubahan Sosial

Masyarakat Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon’’.



1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, peneliti
mengidentifikasi adanya konflik sosial terhadap aktivitas pertambangan di Desa
Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, peneliti
menentukan identifikasi masalah sebagai focus penelitian untuk mendeskripsikan

dan menganalisis apa yang terjadi, yaitu diantaranya:

1. Kebijakan Analisis Dampak Lingkungan di Desa Bobos Kecamatan
Dukupuntang Kabupaten Cirebon

2. Adanya aktivitas pertambangan di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang
Kabpaten Cirebon

3. Terlihatnya kondisi masyarakat Desa Bobos mengalami kehawatiran
terhadap aktivitas pertambangan di gunung kuda yang berdampak buruk
terhadap kondisi lingkungan sosial sehingga memicu terjadinya konflik
sosial.

1.3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya sebagai

berikut:

1. Bagaimana kebijakan Analisis Dampak Lingkungan dalam mengatasi
lingkungan sosial di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten
Cirebon?

2. Bagamana aktivitas pertambangan batu alam Gunung Kuda di Desa

Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?



3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan batu
alam Gunung Kuda terhadap kondisi lingkungan sosial Desa Bobos

Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?

1.4. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Analisis Dampak Lingkungan dalam
mengatasi lingkungan sosial di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon

2. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas pertambangan batu alam Gunung
Kuda di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

3. Untuk mengetahui bagaiaman dampak yang ditimbulkan dari kegiatan
pertambangan batu alam Gunung Kuda terhadap kondsi lingkungan sosial
Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?

1.5. Kegunaan Penelitian
Manfaat atau kegunaan dengan mengangkat penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Kegunaan Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu
sosial khususnya dalam pembahasan mengenai masalah lingkungan
sosial secara luas.
2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Instansi Pendidikan



Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman serta menambah keilmuan dalam membahas masalah
sosial yang terjadi di masyarakat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Gunung kuda merupakan bebatuan yang berjajar antara pemisah
Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Adanya gunung kuda
dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan lokal dan perusahaan luar sebagai tempat
menguntungkan dalam perekonomian dengan cara menambang batu alam

tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu aktivitas pertambangan di gunung kuda
semakin meluas dan menimbulkan kehawatiran terhadap kestabilan lingkungan
sosial Desa Bobos, kemudian rusaknya ekosistem di lingkungan Gunung Kuda
dan tempat pemukiman warga karena jarak Gunung kuda dengan pemukiman
warga sangat dekat. Sampai sekarang yang sudah terlihat dari dampak
pertambangan tersebut adalah pencemaran terhadap sungai, polusi udara, dan juga
menimbulkan pemicu konflik terhadap masyarakat karena kehawatiran terjadinya

bencana longsor dan banjir.

Perhatian pemerintah setempat sangat penting dalam menjaga kestabilan
lingkungan sosial masyarakat agar tidak memicu hal-hal yang dapat merugikan
berbagai pihak, ada fungsi yang belum berjalan dengan baik antara pemerintah
setempat, masyarakat, perusahaan-perusahaan, ataupun pihak-pihak yang terkait

dalam pertambangan batu alam tersebut.



Dalam teorinya Max Weber yang dibahas dalam teori perubahan sosial,
dalam kehidupan masyarakat barat model rasionalisme akan mewarnai semua
asek kehidupan. Menusut Max Weber, bentuk rasional meliputi mean (alat) yang
menjadi sasaran utama dan ‘ends’’ yang meliputi aspek kultur sehingga dapat
dinyatakan pada dasarnya orang barat hidup dengan pola pikiran rasional yang ada
pada perangkat atau alat yang dimiliki dan kebudayaan yang mendukung

kehidupannya (Ritzer, 2012: 22).

Dalam masyrakat terdapat pengelompokan berdasarkan kepentingan
tertentu, yaitu dalam bentuk class (pengelompokan berdasarkan ekonomi), status
(pengelompokan berdasarkan kondisi dan kepentingan sosial), dan party
(pengelompokan berdasarkan kepeningan politik). Dasar dari pengelompokan itu
adalah kesadaran kelas (class counciousness), yang pada awalnnya ada pada
kesadaran individu untuk kepentingan bersama. Berikut adalah kerangka

konseptual yang di gambarkan yakni:

MAX WEBER
Perubahan Sosial

Dampak Masyarakat
Positf |——{ Negatif Ekonomi
Budaya

| Pemecahan Masalah I— Masyarakat
Desa Bobos




